WALI KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN
PEiQATURAN,WALI KOTA SERANG

NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN-WALI KOTA SERANG NOMOR 84 TAHUN
2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Menimbang

Mengingat

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAlj\I RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALI KOTA SERANG,
bahﬁ}a dalam rangka pengalokasian dana alokasi transfer
daerah sesuai dengan Perafuran Daerah Provinsi Banten
Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan
BelanJa Daerah Tahun Anggaran 2024;
bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian dan
perli)aikan dokumeﬁ pelaksanaan anggaran sampai
denigan perge'seran antar objek dalam jenis yang sama
dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri
Daléim Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Tekpis Pengelolaan Keuangan Daerah;
bah\i;va berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dim;elksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan
Pere{;turan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan
Wali Kota Nomor 84 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024; -
Pasél 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Inddnesia Tahun 1945; v
Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Perdbentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
| 4; Undang-Undang .....
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10.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran
Neg:::lra Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98,

Tém!bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
i

4748);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Neg:flra Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
UndEang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Perafturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 TFahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undiang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
202(:3 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndoEnesia Nomor 6856);

Undfang—Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keufangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Dael%'ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
202E2 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoinesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Penéelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Replélblik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lemba_ran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Pera!turan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tent%ng Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Ber%ta Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Pera%turan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentz‘gmg Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Serang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daefah Kota Serang Nomor 123);

11. Peraturan ...
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11. Peraéturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2023
tent%mg Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun
2022;’, Nomor 5);

12. Pera:turan Wali Kota Serang Nomor 84 Tahun 2023
tenta;tng Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daer%ah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota
Serang Tahun 2023 Nomor 361);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATUERAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA SERANG NOMOR 84 TAHUN 2023
TENTAN§G PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Penidapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
(Berita Daerah Kota Seranig Tahun 2023 Nomor 361) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diuibah sehingga berbunyi sebagai berikut:
‘ Pasal 3

Pendapatan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar
Rp1.465.850.340.017§,00 (satu triliun empat ratus enam puluh lima miliar
delapan ratus lima pEuluh juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh belas
rupiah), yang bersumlz:)er dari:
a. pendapatan asli céiaerah;
b. pendapatan tranisfer; dan
c. lain-lain pendapeiltan daerah yang sah.
2.  Ketentuan Pasal 6 diuébah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6

Pendapatan transfer§ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b

direncanakan sebesailr Rpl1.186.399.371.865,00 (satu triliun seratus
delapan puluh enam émiliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga
ratus tujuh puluh satfu ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), yang
terdiri atas:

a. pendapatan Uanéfer pemerintah pusat; dan

b. pendapatan tranéfer antar daerah.
t 3. Ketentuan .....
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Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1} Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf a gdirencanakan sebesar Rp1.014.032.043.119,00 (satu
triliun empat belas miliar tiga puluh dua juta empat puluh tiga ribu
seratus sembilarfl belas rupiah), yaitu dari:

a. dana perim‘ibangan sebesar Rp1.006.531.792.119,00 (satu triliun
enam miliar lima ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan
puluh dua ribu seratus sembilan belas rupiah); serta dari dana

b. insentif fiskal sebesar Rp7.500.251.000,00 (tujuh miliar lima
ratus juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

(2) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp172.367.328.746,00
(seratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga

ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah),

yaitu dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

Ketentuan Pasal 8 diﬁbah sehingga berbunyi sebagai berikut:

; Pasal 8
Belanja Daerah self)agajmana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
direncanakan sebesaEr Rpl1.553.755.171.719,00 (satu triliun lima ratus
lima puluh tiga mili%\r tujuh ratus lima puluh lima juta seratus tujuh
puluh satu ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah), terdiri atas:
a. belanja operasi; E
b. belanja modal; dan

c. belanja tidak terCiluga.
Ketentuan Pasal 9 diuf.bah sehingga berbunyi sebagai berikut:

E Pasal 9
Belanja operasi selé)agajmana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a
direncanakan sebesalf‘ Rp1.400.434.819.833,00 (satu triliun empat ratus
miliar empat ratus tiiga puluh empat juta delapan ratus sembilan belas
ribu delapan ratus tigéa puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja pegawai; [
b. belanja barang dan jasa;
c.  belanja subsidi; |
d. belanja hibah; dan
e. belanja bantuan s‘ésial.

i 6. Ketentuan .....
|
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Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

Pasal 10

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a

direncanakan sebesar Rp760.245.171.551,00 (tujuh ratus enam

puluh miliar dua ratus empat puluh lima juta seratus tujuh puluh

S | : : .
satu ribu lima ratus lima puluh satu rupiah), terdiri atas:

a.

gaji dan turiljangan ASN sebesar Rp402.745.107.627,00 (empat
ratus dua imiliar tujuh ratus empat puluh lima juta seratus
tujuh ribu enaJn ratus dua puluh tujuh rupiah);

belanja tambahan penghasilan ASN sebesar
Rpl95.807.i151.3 10,00 (seratus sembilan puluh lima miliar
delapan ratlﬁs tujuh juta seratus lima puluh satu ribu tiga ratus
sepuluh rup%iah);

tambahan §penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya ASN sebesar Rp114.304.591.358,00 (seratus empat
belas miliaré tiga ratus empat juta lima ratus sembilan puluh
satu ribu tig:a ratus lima puluh delapan rupiah);

belanja gaji ;dan tunjangan DPRD sebesar Rp32.158.676.788,00
(tiga puluh ?dua miliar seratus lima puluh delapan juta enam
ratus tujuh Fpuluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan
rupiah); ‘

belanja éaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar
Rp1.175.97éfl.833,00 (satu miliar seratus tujuh puluh lima juta
sembilan ratéus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh
tiga rupiah);%

belanja penérimaw lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
sebesar Rp8§52.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta
rupiah); dan

belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebesar
Rp13.201.6é9.635,00 (tiga belas miliar dua ratus satu juta enam
ratus enam. puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh lima
rupiah).

(2) Belanja .....
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Belanja barang !dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf b direncqnakan sebesar Rp559.033.740.673,00 (lima ratus

lima puluh sembilan miliar tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat

puluh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah), terdiri atas:

a.

belanja bari’:mg sebesar Rp92.153.790.619,00 (sembilan puluh
dua miliar Eseratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan
puluh ribu eénam ratus sembilan belas rupiah);

belanja jasrfgl sebesar Rp251.956.718.771,00 (dua ratus lima
puluh satu émiliar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh
ratus delapa{n belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah);
belanja peimeliharaan sebesar Rp24.084.494.545,00 (dua
puluh empe%t miliar delapan puluh empat juta empat ratus
sembilan pu%luh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
belanja p(%arjalanan dinas sebesar Rp83.447.412.858,00
(delapan puiuh tiga miliar empat ratus empat puluh tujuh juta
empat ratué dua belas ribu delapan ratus lima puluh delapan
rupiahy);

belanja uan%g dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak .
ketiga/ pihal% lain/masyaraka sebesa Rp1.641.307.000,00
(satu miliar Eenam ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh
ribu rupiah)f

belanja baréng dan jasa BOS sebesar Rp71.749.289.369,00
(tujuh puluﬁ satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta
dua ratus dielapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh
sembilan ruf)iah);

belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebesar
Rp10.900.61§3.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus juta enam
ratus tiga pﬁluh tiga ribu rupiah); dan

belanja bara%ng dan jasa BLUD sebesar Rp23.100.094.511,00
(dua puluh %ciga miliar seratus juta sembilan puluh empat ribu

lima ratus sebelas rupiah).

Belanja subsidi isebagaimana dalam Pasal 9 huruf ¢ direncanakan

sebesar Rp149.4(§)0.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat

ratus ribu mpiaih), yaitu belanja subsidi kepada BUMD sebesar

Rp 149.400.000,0b (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus

ribu rupiah).

(4) Belanja .....



(4) Belanja hibah sebagaimana dalam Pasal 9 huruf d direncanakan
sebesar Rp72.913.102.989,00 (tujuh puluh dua miliar sembilan ratus
tiga belas juta seratus dua ribu sembilan ratus delapan puluh

sembilan rupiah)E, terdiri atas:

a.

belanja ﬁibah kepada  badan, lembaga, organisasi
kemasyarakﬁatan yang berbadan hukum Indonesia sebesar
Rp39.971.5§81.489,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus
tujuh puluhf satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat
ratus delapén puluh sembilan rupiah);

belanja hib;e\h dana BOS sebesar Rp14.930.800.000,00 (empat
belas rmhar sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu
rupiah); dan

belanja hibéh bantuan keuangan kepada partai politik sebesar
Rp1.932.22;1.500,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh dua
juta dua raéus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah); dan
belanja hibéelh dana BOSP sebesar Rp16.078.500.000,00 (enam

belas miliaré tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

(5) Belanja bantuaiin sosial sebagaimana dalam Pasal 9 huruf e
direncanakan seibesar Rp8.093.404.620,00 (delapan miliar sembilan

puluh tiga juta§ empat ratus empat ribu enam ratus dua puluh

rupiah), terdiri agtas:

a.

belanja bantuan sosial kepada individu sebesar
Rp447 .886.%500,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta delapan
ratus delapgn puluh enam ribu lima ratus rupiah); dan

belanja ba1§1tuan sosial kepada kelompok masyarakat sebesar
Rp7.645.51é.120,00 (tujuh miliar enam ratus empat puluh lima

juta lima ra&tus delapan belas ribu seratus dua puluh rupiah).

7. Ketentuan ayat (1) da{n ayat (5) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

i
!
|

Pasal 11

E
(1) Belanja modal Esebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b
direncanakan sefbesar Rp145.820.351.886,00 (seratus empat puluh

lima miliar delaf:)an ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh satu

ribu delapan ratsus delapan puluh enam rupiah), terdiri atas:

a.
b.

C.

belanja modal tanah;

belanja modal peralatan dan mesin;

belanja modal gedung dan bangunan;

d. belanja .....




d.

€.

f.

belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
belanja modZal aset tetap lainnya; dan

belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja modal ténah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

(3)

l
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Belanja modal foeralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.536.529.765,00 (tiga

puluh miliar lim!a ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh

sembilan ribu tuﬁuh ratus enam puluh lima rupiah), terdiri atas:

a.

belanja mocial alat besar sebesar Rp3.336.950.858,00 (tiga miliar
tiga ratus tiEga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu
delapan ratif.ls lima puluh delapan rupiah);

belanja modal alat angkutan sebesar Rp8.220.547.200,00
(delapan miiliar dua ratus dua puluh juta lima ratus empat
puluh tujuhg ribu dua ratus rupiah);

belanja mEodal alat bengkel dan alat wukur sebesar
Rp567 .OOO.bO0,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
belanja moélal alat pertanian sebesar Rp1.918.400,00 (satu juta
sembilan ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah);

belanja méodal alat kantor dan rumah tangga sebesar
Rp5.824.56§1.987 ,00 (lima miliar delapan ratus dua puluh empat
juta lima réu:us enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan
puluh tuquE1 rupiah);

belanja mofdal alat studio, komunikasi dan pemancar sebesar
Rp297.790.§850,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh
ratus sembizlan puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
belanja mfodal alat kedokteran dan kesehatan sebesar
Rp753.713.§000,00 (tuyjuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus
tiga belas rfbu rupiah);

belanja m<é)dal alat laboratorium sebesar Rpl121.418.600,00
(seratus dua puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu
enam ratus rupiahj;

belanja mofdal komputer sebesar Rp4.707.202.250,00 (empat
miliar tujuh ratus tujuh juta dua ratus dua ribu dua ratus lima
puluh mpiqh) ;

belanja modal alat keselamatan kerja sebesar Rp0,00 (nol
rupiah);




belanja modal peralatan olahraga sebesar Rp195.257.700,00

(seratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh
ribu tujuh r;atus rupiah);

belanja rrilodal peralatan dan mesin BOS sebesar
Rp5.450.56$.920,00 (ima miliar empat ratus lima puluh juta
lima ratus énam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh
rupiah); daﬁ

belanja rr1§oda1 peralatan dan mesin BLUD sebesar
Rp1.059.60(2).000,00 (satu miliar lima puluh sembilan juta enam
ratus ribu rupiah).

(4) Belanja modal g@adung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c édirencanakan sebesar Rp41.261.891.611,00 (empat

puluh satu miliér dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus

sembilan puluh sfatu ribu enam ratus sebelas rupiah), terdiri atas:

a.

belanja moc}al bangunan gedung sebesar Rp34.745.029.111,00
(tiga puluh eE:mpat miliar tujuh ratus empat puluh lima juta dua
puluh sembizlan ribu seratus sebelas rupiah);

belanja J%nodal tugu titik kontrol/pasti sebesar
Rp6.431.362.500,00 (enam miliar empat ratus tiga puluh satu
juta tiga ratlg,ls enam puluh dua ribu lima ratus rupiah); dan
belanja mé)dal gedung dan bangunan BLUD sebesar
Rp85.500.0(§)0,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu
rupiah). |

Belanja modal jélan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hlilruf d direncanakan sebesar Rp62.330.415.799,00

(enam puluh duafl miliar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus lima

belas ribu tujuh fatus sembilan puluh sembilan rupiah), terdiri atas:

a.

belanja modéeﬂ jalan dan jembatan sebesar Rp28.178.460.100,00
(dua puluh Edelapan miliar seratus tujuh puluh delapan juta
empat ratuséenam puluh ribu seratus rupiah);

belanja modéal bangunan air sebesar Rp31.055.670.699,00 (tiga
puluh satu Ifniliar lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh
ribu enam rz%tus sembilan puluh sembilan rupiah);

belanja moc:ial instalasi sebesar Rp259.105.000,00 (dua ratus
lima puluh sembilan juta seratus lima ribu rupiah); dan

belanja modal jaringan sebesar Rp2.837.180.000,00 (dua miliar
delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu

rupiah).
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Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengell:ahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Wali Kota ini dengan penerfnpatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

? Ditetapkan di Serang
| pada tanggal 26 April 2024

Pj. WALI KOTA SERANG,
L)

YEDI RA\Q@/IAT
Diundangkan di Serang

pada tanggal 26 April 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

o >, - 5 A

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2024 NOMOR 363

| |



